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"Reformasi Birokrasi
agar lembaga
semakin lincah!"

"Sangat penting bagi kita
untuk mereformasi
birokrasi kita. Reformasi
struktural! Agar lembaga
semakin sederhana,
semakin simpel, semakin
lincah! Hati-hati! Kalau pola
pikir mindset birokrasi, tidak
berubah, saya pastikan akan
saya pangkas!"
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Peningkatan secara terus
menerus kapasitas birokrasi
secara berkelanjutan dari
reformasi birokrasi pada lima
tahun kedua, untuk

LINI MASA
REFORMASI BIROKRASI

Implementasi hasil-hasil yang
sudah dicapai pada lima tahun

@ pertama, juga melanjutkan mewujudl.<an pemerintahan
Penguatan birokrasi upaya yang belum dicapai pada kelas dunia.
pemerintah dalam rangka lima tahun pertama pada N\P\
mewujudkan pemerintahan berbagai komponen strategis S DU
yang baik, bersih & bebas dari birokrasi pemerintah. \(E\,P\

KKN, kapasitas serta —‘I}\\’\ P\N
akuntabilitas kinerja birokrasi, N\EP\\N
Pt

dan meningkatkan kualitas
pelayanan publik.

Roadmap Reformasi Birokrasi

2020-2024
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Sumber: Permenpan 90 Tahun 2021



"Pembangunan ZI menjadi
aspek penting pencegahan
korupsi di pemerintahan.”

Reformasi Birokrasi menjadi
salah satu aksi strategi
pencegahan korupsi berdasarkan
Perpres Nomor 54 Tahun 2018
tentang Strategi Nasional
Pencegahan Korupsi.

Salah satu dari 27 Sub Aksi pada
sektor Penegakan Hukum dan
Reformasi Birokrasi adalah
Pembangunan Zona Integritas.
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Sumber: Permenpan 90 Tahun 2021

KONSEP ZONA INTEGRITAS

1.
2. Island of integrity merupakan suatu kondisi dimana

Konsep ZI terinspirasi konsep “island of integrity”

unit kerja instansi pemerintah yang “imun” dan

mampu memberikan tata kelola yang terbaik

meskipun  instansi  pemerintah  disekitarnya

didominasi oleh manajemen dan tata kelola yang

buruk;

Dampak dari pelaksanaan island of integrity

setidaknya dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu:

= Menciptakan kinerja organisasi yang bebas
korupsi;

» Efisiensi yang lebih besar;

= Mempengaruhi sistem yang lebih luas (Zuniga,
2018).

SENAT
TANPA
RORUPSY
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KONSEP ZONA INTEGRITAS

Pelaksanaan ZI yang merupakan miniatur

Indeks Reformasi Birokrasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit
Instansi Pemerintah kerja/satuan kerja, diutamakan pada unit kerja/satuan
kerja yang langsung memberikan pelayanan kepada
masyarakat.

Unit yang membangun ZI dan mendapat predikat
menuju WBK/WBBM dapat menjadi percontohan bagi
unit kerja/satuan kerja lain tentang menerapkan tata
kelola yang baik serta memberikan pelayanan publik
yang prima dan berintegritas

Sumber: Permenpan 90 Tahun 2021
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Merupakan
Bukan hanya sistem untuk
mengejar mencegah/
Predikat/ » mendeteksi
Penghargaan“% potensi fraud

MINDSET
PREDIKAT
WBK/WBBM

Predikat ini
dapat dicabut,
dipertahankan/
ditingkatkan ~—

Jadikan sebagai
budaya kerja
R~ yang “BERSIH"

Sistem/tata kelola yang baik
sehingga dapat melayani
masyarakat dengan baik,

(survei penting dilakukan)
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KERANGKA LOGIS

KOMPONEN PENGUNGKIT (60%) KOMPONEN HASIL (40%)

Pemenuhan Pemerintahan
: Pelayanan Publik

& yang Bersih dan

yang Prima
Akuntabel
Reform

1. Survey Persepsi Survey persepsi
Anti Korupsi Pelayanan Publik

2. Capaian Kinerja




GRAND DESAIN PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK/WBBM DI KEMENKES

ZI MENUJU WBK TINGKAT KEMENTERIAN

ZI MENUJU WBK/WBBM TINGKAT NASIONAL

Pencanangan

SEREMONIAL
Juli 2012 oleh
Menkes

Penetapan
Unit Kerja

Unit Kerja yang

memenuhi kriteria:

1. Melaksanakan
Core Business
instansi
pemerintah;

2. Memiliki risiko
tinggi dim rangka
penegakan
budaya anti
korupsi dan
pelayanan prima

3. Memiliki dampak
luas pada
masyarakat

Tidak lulus
Tidak lulus

-

Penilaian

SATKER
WBK
Kemenkes

_ Proses
Pembangunan
WBK/WBBM

Pengusulan
Satker ke
Menpan

Penilaian

* Penilaian
Pendahuluan
(Pre-
Assessment)
WBK

» Pendampingan/
Pembinaan
WBK

Penetapan
oleh Menkes

Satker WBK/
WBBM
Nasional

Penetapan
oleh
Menteri PAN
dan RB
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TAHAP PENILAIAN PENDAHULUAN & PEMBINAAN

Penilaian Pendahuluan dilakukan
oleh Unit Eselon I. Unit Eselon | ikut
memantau & mendampingi
Pembangunan ZI unit kerja/satuan
kerja di bawahnya

Ol &

Penilaian pendahuluan yang dilakukan
sebagai salah satu fungsi pembinaan
O 2 kepada unit kerja/satuan kerja.
Pembinaan dilakukan berdasarkan
hasil Penilaian Pendahuluan melalui
sosialisasi, pendampingan, dll.

Dilakukan oleh unit/SDM di internal
yang memahami atau menangani
komponen pengungkit pada

03 pembangunan ZI sehingga tim dapat
memberikan penilaian secara objektif
terhadap pembangunan ZI yg
dilakukan oleh unit kerja/satuan kerja;

(PEMBINAAN) I DAk

N — Yal YA YA
ae 2ozt mal enilaian a . Yal
» Pendahuluan - Tidak - SEIEEL - Tidak
e 1 : TIDAK 'v
‘ ------------- ‘
* Pengajuan
UNITC (PEMBINAAN) S

(UNIT JPTMADYA)

Penilaian Pendahuluan
menggunakan instrumen penilaian
04 . yang sama yang digunakan oleh TPI.
Hasil Penilaian Pendahuluan menjadi
dasar apakah unit layak dilakukan
evaluasi pembangunan ZI oleh TPI.
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Kriteria Satuan Kerja yang dilakukan Penilaian oleh TPI

Kriteria 01 Diusulkan oleh Unit Eselon |

Telah dilakukan Penilaian Pendahuluan dari Eselon | dan berdasarkan hasil
Kriteria 02 penilaian pendahuluan dinyatakan telah memenuhi persyaratan minimal
komponen pengungkit dan komponen hasil

Kriteria 03 Nilai Evaluasi SAKIP satker minimal B untuk pengusulan Satker Menuju WBK dan
minimal BB untuk pengusulan satker menuju WBBM

Kriteria 04 Tidak terdapat saldo temuan LHP BPK RI, BPKP, dan Inspektorat Jenderal

Kriteria 05 Kepatuhan Pelaporan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) sebesar 100%.

Target kinerja utama Satker tahun 2022 tercapai 100% atau lebih
(satker usulan menuju WBK)

AN Target kinerja utama Satker tahun 2022 tercapai 100% dan lebih baik dari capaian
kinerja utama sebelumnya (tahun 2021) Satker Usulan menuju WBBM)
NP Mendapatkan predikat Menuju WBK Tingkat Kemenkes (utk usulan Satker WBK Nasional)
- = Kriteria 07 dan Menuju WBK Tingkat Nasional (utk usulan Satker WBBM)

Untuk Satker usulan WBBM telah melakukan pembangunan ZI menuju WBBM Minimal
satu tahun setelah mencapai predikat WBK Nasional
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Self-Assessment
dilaksanakan oleh
TPI

Dilakukan Setelah
Pencanangan
Pembangunan Zona
Integritas oleh unit kerja

EVALUASI OLEH TPI

Telah dilakukan
Penilaian Pendahuluan
& Pembinaan oleh Unit

Eselon |

TPI dibentuk oleh pimpinan
IP untuk melakukan
evaluasi dan memberikan
rekomendasi terhadap unit
kerja/satuan kerja yg
sedang membangun ZI.
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DALAM PEMBANGUNAN ZI

Fasilitator dalam

) : : Berkonsultasi kepada
pemberian asistensi

Tim Penilai Nasional

Tempat konsultasi
bagi unit kerja/satker

dan pendampingan ZI

DALAM EVALUASI PEMBANGUNAN Zi

Melakukan evaluasi Memberikan Melaporkan hasil Melakukan pemantauan berkala
Intérhé"l - rekomendasi kepada ebaluasi kepada bagi unit yang telat mendapat
unit kerja pimpinan instansi predikat WBK/WBBM

DALAM PEMANTAUAN BAGI UNIT KERJA YANG TELAH BERPREDIKAT WBK/WBBM

Melakukan el ke eune] Melakukan evaluasi Melakukan klarifikasi atas
pendampingan berkala brral EeEka internal berkala tiap 2 aduan maladministrasi di
bagi unit kerja tahun sekali unit kerja
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SATUAN KERJA TIDAK DIUSULKAN UNTUK DILAKUKAN

I

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT

PENILAIAN TIM PENILAI INTERNAL:

. Penyelesaian TLHP Itjen/BPKP/BPK

belum 100%

Penyampain LHKAN (LHKPN, SPT Tahunan)
belum 100%

Pencapaian Target Kinerja Utama Satker
tidak/dibawah 100%

SEHAT
TANPA
KORUPS)

) “a%%\\%‘

N
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EMEMTRR A KEDUDUKAN SKI/SPI DALAM TATA KELOLA TANPA
et PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN »

Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) > Kewajiban
Pimpinan instansi

Mengawal dan
memastikan penerapan:
1. Tata Kelola Organisasi,

2. Manajemen Risiko, dan
3. Pengendalian intern

15
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the INSTITUTE OF INTERNAL AUDITOR (ll1A), 2013

KEDUDUKAN SKI/SPI

INDONESIA (THREE LINES OF DEFENSE)

Itjen dengan fungsi konsultansi dan assurance
atas penerapan pengendalian intern

LAPIS PERTAHANAN KEDUA
Memantau pengendalian dan memperingatkan
manajemen bila terdapat kelemahan

gendalian

LAPIS PERTAHANAN PERTAMA

Manajemen melakukan penilaian

risiko, merancang pengendalian dan
melaksanakan pengendalian

@SKI/SPE

16
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TUGAS DAN FUNGSI POKOK SKI/SPI
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Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Tata =
Kelola Organisasi -
Berkontribusi Terhadap Pencapaian Tujuan

92 Organisasi
Melakukan Pemantauan dan Evaluasi

-> Manajemen Risiko

0)5)

Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Q)X

Pengendalian Intern

Pemantauan dan Evaluasi Tata Kelola Organisasi (Good Governance) pada satuan kerja meliputi 4 hal:

1. Pengelolaan Keuangan; 2. Kriteria kinerja; 3. Disiplin pegawai; dan 4. Penilaian RB/WBK/WBBM

Sumber: Permenkes 84 Tahun 2019
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Pemantauan dan Evaluasi atas
Reformasi Birokrasi/WBK/WBBM

d. TL Rekomendasi Hasil Audit

SKI/SPI melakukan pemantauan dan evaluasi atas
pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan
pembangunan ZI menuju WBK/WBBM untuk satker
pelayanan publik

c. Monev SAKIP Pertama
d. Monev pelaporan LHKAN (LHKPN & SPT Tahunan)

SKI/SPI memberikan rekomendasi kepada Pimpinan
Satuan Kerja hasil monev dan reviu aspek
Reformasi Birokrasi/WBK/WBBM satuan kerja
apabila ditemukan adanya permasalahan yang tidak
sesuai dengan peraturan yang berlaku

SKI/SPI melakukan pemantauan tindak lanjut atas
rekomendasi Reformasi Birokrasi/WBK/WBBM
dalam hal terdapat rekomendasi atas permasalahan
terkait RB/WBK/WBBM

18
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KAPASITAS DAN KRITERIA SDM SPI

Pengetahuan dan/atau pengalaman mengenai teknis audit
dan/atau disiplin ilmu lain yang relevan

Khusus kepala SPI harus memiliki keahlian audit yang diakui dalam
profesi auditor intern (sertifikasi)

persyaratan sementara:
1. Pengalaman auditor minimal 3 tahun dan/atau
2. Memiliki pengetahuan terkait akuntansi dan keuangan

Kepala SPI yang diangkat dengan persyaratan sementara harus
memperoleh sertifikasi profesi dalam waktu maksimal 2 tahun

==
]
‘ Bila persyaratan Kepala SPI belum dapat dipenuhi maka dapat diganti dengan

Sumber: PMK No. 129/PMK.05/2020 yang diubah dengan PMK No. 202/PMK.05/2022 19
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KAPASITAS DAN KRITERIA SDM SKI

Jumlah Anggota SKI minimal 3 orang
atau ganjil

Syarat:
g 1. Berintegritas
2. Memahami Tupoksi Organisasi

3.Minimal 4 tahun PNS

Ketua SKI minimal 7 tahun PNS

Sumber: Permenkes 84 Tahun 2019 20
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E-Learning

Pembangunan Zona

Integritas
https://klc2.kemenkeu.go.id/

O -
A
i

AGENDA PENINGKATAN KAPASITAS SDM
SKI DALAM PEMBANGUNAN ZI TAHUN 2023

Pendampingan Penilaian

Pendahuluan oleh
Inspektorat Pembina e
& " /—
’"’ S
|| M m—
".I‘. [ —
|| o =
-
_ T am
Workshop Penilaian Pendahuluan Evaluasi Hasil Penilaian
Pembangunan ZI di Lingkungan Pendahuluan oleh Tim
Kementerian Kesehatan Penilai Internal (TPI)

21
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